
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KAIMANA 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 
NOMOR 35 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.A TAHUN 2020 

TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9            

ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1            

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kaimana; 

b. bahwa untuk menyesuaikan besaran, jenis, dan tata 

cara pemberian belanja rumah tangga Pimpinan DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Bupati Nomor 1.A Tahun 2020 tentang 

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten 

Kaimana 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1.A 

Tahun 2020 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kaimana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang     

SALINAN 



Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib 



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomori 6197); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  

Nomor 1781). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3                  

Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 

Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6               

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kaimana Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.A TAHUN 2020 

TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA. 

 

 

 



Pasal I 

 

ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 1.A            

Tahun 2020 tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 272.A) diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) Besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD sebagimana 

dimaksud pasal 2 diberikan dalam bentuk uang tunai dan 

dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal 

menempati rumah jabatan pimpinan DPRD. 

(2) Besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten 

Kaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta 

rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta 

rupiah). 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan 

mengundangkannya Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten kaimana. 

 

Ditetapkan di Kaimana 

pada tanggal 23 September 2025 

 

BUPATI KAIMANA, 

CAP/TTD 

HASAN ACHMAD 

Diundangkan di Kaimana  

pada tanggal 23 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

DONALD RAIMOND WAKUM 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 507 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

IMANUEL TUMANAT, SH. 

PENATA  TK.I 

NIP. 19811225 201104 1 001 



 

 

 

 

 


